BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses upaya Kepolisian Republik Indonesia  dalam  membangun
pemiliharaan Kketertiban dan perlindungan  kepada masyarakat semakin
dituntut profesionalisme seiring dengan perkembangan dunia global dengan
berbagai tantangan. Kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum
dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran
hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan itu lembaga-lembaga hukum atau badan-badan
penegak hukum seperti kepolisian. kejaksaan. pengadilan,  iembaga
pemasyarakatan, lembaga bantuan hukum dan sebagainya perlu untuk lebih
memantapkan  kedudukan. fungsi dan peranannya daiam rangka
melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing di dalam negara
Republik Indonesia.

Kehidupan dalam Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung
bagi seluruh anggota keluarga. Tetapi kenyataannya kekerasan banyak
terjadi dalam lingkup rumah tangga. Ketidakpedulian masyarakat terhadap

masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu penyebab

: e
semakin maraknya kekerasan yang ter_md\. dalam Keutuhan dan kerukunan
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rumah tangga vyang bahagia. aman. tenteram. dan damai merupakan
dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-
Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,

Dengan demikian. setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini
perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun  keutuhan
rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan  Kerukunan tersebut.  sangat
tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga. terutama kadar
kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah
tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat tergangeu jika kualitas
dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Sehingga kekerasan dalam
rumah tangga. pada akhirnya dapat terjadi timbul ketidakamanan atau
ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga
tersebut. Untuk mencegah. melindungi korban, dan menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan
pencegahan, perlindungan. dan penindakan pelaku sesuai dengan falsaftah
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Negara

kerasan, terutama kekerasan dalam

berpandangan bahwa segala bentuk ke
rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap

1o

martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.
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Berdasarkan pada Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, beserta perubahan Pasal 28G avat (1) UUD Rl Tahun 1945
menentukan bahwa: “Sctiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi.
Keluarga. kehormatan. martabat. dan harta benda di bawah Kkekuasaannya.
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau untuk berbuat sesuatu vang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (2) UUD Negara Rl Tahun 1945 menentukan bahwa:
“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan Khusus
memperoleh kesempatan dan manfaat vang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai
kekhasan walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayvaan dan Kesusilaan serta
penelantaran orang yang perlu diberikan natkah dan kehidupan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang kekerasan dalam
rumah tangga ini berkaitan dengan beberapan peraturan perundang-
undangan lain yang berlaku sebelumnya. antara lain:

I. UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana;

2. UU No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

(%)

UU No 7 Tahun 1984 Tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan:

™~

4. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia
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5. UUNO 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang ini selain mengatur segala hal ikhwal pencegahan dan
perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah
tangga juga mengatur secara spesifik kekerasan vang terjadi dalam rumah
tangga. dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak
pidana penganiayaan vang diatur dalam KUHP. Selain itu Undang-Undang
tersebut mengatur ithwal kewajiaban bagi aparat penegak hukum. tenaga
keschatan, tenaga sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani.
untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitit dan responsit terhadap
kepentingan rumah tangga vang sejak awal diarahkan Keutuhan dan
kerukunan dalam rumah tangga.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasaan
secara. fisik. psikis.  seksual dan  penelantaran  rumah  tangga pada
kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum vang memadani
untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa dari seluruh kasus
kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, hanya 10% yang dilaporkan ke
pihak yang berwajib. Keengganan perempuan korban untuk melaporkan
kekerasan yang dialaminya. apalagi untuk bersaksi secara resmi di
pengadilan, sering disebabkan oleh intimidasi dari pelaku kekerasan yang
tidak mau mempertanggungjawabkan tindakannyva.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan adalah
5
orang terdekat dengan korban. yaitu suami atau anggota keluarga lain.
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Seringkali perempuan korban memilih untuk diam dan menanggung sendiri
penderitaannya Karena takut untuk merusak nama baik keluarganya sendiri.
Kalaupun ada yang melaporkannya. tidak sedikit vang kemudian mundur di
tengah jalan.

Data tahun 2002 dari 21 organisasi pengada layanan bagi perempuan
korban kekerasan di 15 Kota di Indonesia menunjukkan bahwa hanva 17%
dari kasus-kasus yang mereka taneani berhasil dibawa ke polisi. Sedangkan
dart kasus yang sampai ke polisi. hanva 2.1% yang berhasil sampai
dituntaskan di pengadilan.'.

Tanpa kesaksian dari korban atas tindakan kekerasan yang dialaminya.
hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan. Tanpa sistem perindungan yang
efektif bagi pihak vang mau bersaksi, tidak akan ada korban kckerasan
dalam rumah tangga yang bersedia mempertaruhkan nasib diri dan anak-
anaknya dengan mengungkapkan Kkejahatan yang diaiaminva kepada
penegak hukum.

Dalam menangani laporan masyvarakat terhadap laporan tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian Republik Indonesia. harus
memberikan perhatian terhadap korban dan saksi-saksi sebagai konci
penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian tersebut dibutuhkan aturan  yang = secara
komprehensip, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada

korban serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada
v

il g2 o # -
Kompilasi data Komnas Perempuan. Tahun 2003
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masyarakat dan aparat bahwa segala tindak Kekerasan dalam rumah tangga
merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap
penvelidikaan sampai dengan pembuktian di persidangan. keberadaan dan
peran saksi sangatlah diharapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan
keberhasilan dalam pengungkapan Kasus pidana dimaksud. Keberhasilan
suatu proses peradilan pidana akan sangat bergantung pada alat bukti yang
berhasil dimunculkan dalam persidangan. salah satunya adalah Keterangan
saksi. Saat ini. tidak sedikit kKasus yvang kandas di tengah jalan Karena
ketiadaan saksi untuk menopang tugas aparat penegak hukum. yakni polisi
dan jaksa. Dengan demikian. jelas keberadaan saksi merupakan elemen yvang
sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidara. Namun. perhatian
terhadap Salah satu elemen penting untuk pembuktian kasus pidana adalah
keterangan saksi. Dengan demikian peran dari peraturan hukum  yang
memadai seperti Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tentang Perlindungan
Saksi dan korban, menjadi factor kunci sehingga banyak saksi yvang mau
memberikan Keterangan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun
penuntutan. Sehingga, Kasus-kasus besar mengenai kekerasan dalam rumah
tangga dapat diselesakan dengan hasil yang adil. yang sesuai dengan
keinginan masyarakat di dalam menegakan keadilan. Dengan demikian akan

memberikan rasa aman kepada masyarakat.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian tersebut di atas. dalam tesis ini penulis
merumuskan masalah pokok sebagai berikut:

I. Bagaimanakah bentuk-bentuk  pemberian kesaksian terhadap  saksi
dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangea menurut UU
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang KDRT?

2. Bagaimana pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban menurut
UU Nomor |13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan kKorban?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penclitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya untuk mencari pengetahuan yang baru
sebagai jawaban dari rumusan masalah tersebut di atas. Pada penelitian ini

mempunyai dua tujuan vaitu tujuan umum dan tujuan Khusus:

a. Tujuan Umum: adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan
terhadap saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

menurut UU No. 23 Tentang KDRT

b. Tujuan Khusus: untuk memperoleh gambaran secara lengkap
perkembangan aspek-aspek hukum pidana dan kendala-kendala yang
dihadapi penyidik selama proses penanganan perkara tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 13 Tahun 2006 Tentang

Y Perlindungan Saksi dan Korban.
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1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan dan permasalahan terscbut. maka vang
menjadi fokus kajian penelitian inic diharapkan dapat memberikan mantaat

sebagai berikut:

a. Manfaat  Teoritis:  Diharapkan  dapat  menambah  Khasanah — ilmu
pengetahuan. wawasan vang lebih kongkrit bagi lembaga Kepolisian
Republik Indonesia dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasaan
dalam rumah tangga.

b. Mantaat Praktis: Hasil proposal penelitian ini diharapkan  dapat
memberikan informast pemikiran dan pertimbangan dalam melanjutkan
penelitian tesis  sehingea  dapat  memperoleh  jawaban dan  dapat
memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat kepolisian Republik
Indonesia, Kehakiman dan Kejaksaan dalam menyvelesaikan  tindak
pidana kekerasaan dalam rumah tangea. sehingea paham atau abolisionis
dapat membantu menegakan hukum yang adil bagi pelaku. pihak korban
dan Saksi.

1.4 Kerangka Teoritis
1.4.1 Definisi Saksi
Menurut  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban bahwa, saksi adalah seseorang yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,

" . . : 2 5
penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana vang ia dengar sendiri. 1a
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lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri Dalam Kasus kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT). tindak Kekerasan seringkali terjadi secara tersembunyi dari
pthak lain. sehingga satu-satunva saksi adalah si Korban sendiri. Ada
kalanya. saksi adalah anak-anak si Korban dan pelaku yang merupakan ibu
dan ayah mereka sendiri. Tidak sulit membavangkan tekanan batin. bankan
trauma yang melekat seumur hidup yang diderita anak-anak  vang
menyaksikan hubungan orang tua demikian.

Mengapa saksi harus dilindungi secara hukum? Keterangan vang
diberikan korban/saksi memainkan peran Kkunci bagi keberhasilan suatu
tuntutan  peradilan, schingga para pelaku  kejahatan  sering  mencoba
melakukan upayva-upava khusus. termasuk  memberi  janji-janji - muluk
ataupun intimidasi  langsung. guna menceeah  korban  memberikan
kesaksiannya. Perlindungan bagi saksi dan Korban harus didasarkan pada
undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara
nasional.

Dengan  demikian. sistem  perlindungan  saksi  sedarah  yang
komprehensif mensyaratkan keterlibatan tiga pihak yang berbeda. yaitu:
a. Negara, terutama lembaga penegak hukum
b. Lembaga penyedia layanan masyvarakat. seperti women's crisis center.
rumah sakit/ lembaga agama
¢. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban/saksi
Perlindungan ~ bagi  saksi  sedarah  dalam  kasus  KDRT

Jika UU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga berhasil memberikan rasa
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keadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan  dapat

[~

memberikan perlindungan kepada saksi:

I. Memberikan laporan kejadian ke penegak hukum melalui tempat

pelayanan kesehatan yang memberi perawatan kepada korban:

2. Meminta kKeluarga. teman atau  orang  lain untuk  melaporkan

kekerasan vang dialaminva ke polisi:

|8}

atau tertulis:

Mengajukan permohonan atas perintah perlindungan secara lisan

4. Meminta bantuan keluarga. teman, polisi. penyedia layanan.

pendamping atau pihak lain untuk mengajukan permohonan atas

perintah perlindungan bagi korban.

Perintah bagi saksi sedarah dalam tindak kckerasan dalam rumah tangga

meliputi pembatasan gerak pelaku kekerasan dalam waktu tertentu selama

menunggu proses pemeriksaan perkara oleh pengadilan. termasuk larangan

mendekati tempat tinggal korban dalam radius 500 meter. sementara tetap

mewajibkan pelaku untuk memenuhi tangeung jawabnya memberi natkah

bagi korban dan anak-anaknya. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang

SO

melanggar perintah perlindungan bagi korban dapat ditahan oleh polisi.

Hukum merupakan suatu sistem. Adapun yang dimaksud dengan

“Sistem Hukum™ adalah suatu kesatuan yang terorganisasi. terstruktur

( a structured whole) yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian
vang mengadakan interaksi satu sama lain dan mengadakan kerja sama
untuk kepentingan dan tujuan kesatuan®. Dikatakan terorganisir atau
terstruktur Karena sistem tidak sekedar merupakan kumpulan atau

= Sudikmo Mertokusumo. 7Teori Hukum .

hm.51.
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penjumiahan unsur-tunsur atau bagian-bagian, tetapi antara unsur-unsur
tersebut ada hubungan atau tatanan tertentu atau khusus. vang disebut.
struktur. susunan atau “bangunan™. Antara unsur-unsur atau bagian-
bagian di dalam sistem terjadi interaksi. kontak atau hubungan satu
sama lain yang memungkinkan terjadinva konflik. sedanghan konflik
i tidak dikehendaki oleh sistem. karena sistem merupakan kesatuan
yang utuh: masing-masing unsur atau bagian mengadakan kerja sama
untuk kepentingan dan tujuan kerja sama.’

Banyak pengertian dari hukum pidana vang diberikan oleh para
ahli hukum pidana diantaranyva adalah scbagai berikut: NMuljatno
mengatakan bahwa' : Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku di suatu Negara. vang mengadakan dasar-dasar
dan aturan-aturan untuk: a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana
yvang tidak boleh dilakukan. yang dilarang. dengan disertai ancaman
atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar
larangan tersebut. b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan
atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan
dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang vang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana.
sebab sejarah dari hukum pidana pada hakekatnva adalah sejarah dari pidana
dan pemidanaan. Menurut hukum pidana Kita. di samping pidana juga dikenal
apa yang dinamakan tindakan. Perbedaan antara pidana dan tindakan secara
tradisionil  dinyatakan sebagai berikut: pidana adalah  pembalasan
(pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. sedangkan tindakan adalah
untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si

pembuat. Jadi secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya.

untuk orang yang mampu bertanggungjawab, sebab orang vang tidak mampu

" lhid. hlm. 51.

“ 1 Made Widnyana. sas-asas ki Pidana. Vikahati Aneska. Jakarta, 2010, him. 1]

T CST Kansil SO Kansil Christine. Pokok-Pokok Tukum Pidana. Pradnyva Pramita. cetakan
pertama. Jakarta. 2004 him. 17
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bertanggungjawab tidak  mempunyai kesalahan dan orang vang tidak
mempunyai kesalzhan tidak mungkin di pidana.

Menurut sudarto yang dikutif oleh | Made Widnvana. dengan adanya
tindakan di samping pidana vang berbeda dasar hukumnya. maka sistem
sanksi pidana di Indonesia ataupun di Nederland dapat disebut apa yang
dinamakan Zweispurigkeir atan Double Track Svstem atau “sistem dua jalur™.
Sistem dua jalu ini adalah pengaruh dari aliran “modern™ dalam hukum
pidana terhadap WvS Belanda dan Indonesia. yang merupakan buah hasil dari
aliran klasik. Aliran Klasik ini berpijak pada tiga tiang: a. Azas Legalitas. vang
menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang. tiada tindak pidana
tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang. b. Azas
kesalahan. yang berisi bahwa yang hanva dapat dipidana untuk tindak pidana
yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan. c¢. Azas
pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, vang berisi bahwa pidana sccara
kongkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasi! vang
bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang

dilakukan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro. menyatakan hukum acara pidana
sebagai berikut: "Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya
hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan
yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa. yaitu
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan

. w6
negara dengan mengadakan hukum pidana™.

® Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana. edisi kedua. Sinar Gralika. Jakarta. 2008. him.7
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Jelas, beliau sangat menggantungkan fungsi hukum acara pidana pada

“menjalankan hukum pidana (materiil)”. Tidak jelas. tetapi dapat dijabarkan
bahwa tujuan negara dalam menciptakan hukum pidana (materiil). vaitu tata
tertib aman scjahtera dan damai dalam masyarakat. Dengan demikian. maka
itu juga menjadi fungsi hukum acara pidana Kalau Kita teruskan rumusan
Wirjino itu. Persamaan dengan rumusan van Bemmelen. ialah pada bagian
rumusan van Bemmelen. ... karena adanva dugaan terjadinya pelanggaran
undang-undang pidana™ Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca
pada pedoman pelaksanaan KUHAP vang dikeluarkan oleh  Menteri

Kehakiman sebagai berikut :

“Tujuan dari hukum cara pidana adalah untuk mencari dan
mendapatkan atau stidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil,
ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara
pidana dengan mencrapkan ketentuan hukum acara pidana secara
Jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang
dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. dan
selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan
guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah
dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu  dapat
dipersalahkan™.

Ini merupakan suatu kalimat vang terlalu panjang. yang
mestinya dapat disingkat. Penulis tidak dapat menyetujui bagian
kalimat yang berbunyi : 7. setidak-tidaknya mendekati
kebenaran.” Kebenaran itu harus didapatkan dalam menjalankan
hukum acara pidana. Umumnya para penulis menyebut “mencari
kebenaran materiil”. merupakan tujuan hukum acara pidana. Tetapi
usaha hakim menemukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat
dakwaan jaksa. Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa
mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang
didakwakan.’

Dalam batas surat dakwaan itu. hakim harus benar-benar tidak boleh
puas dengan kebenaran formal. Untuk memperkuat keyakinannya. hakim
dapat meminya bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut

umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan kedua pihak.

7 Ibid, him. 7
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Hakim dalam mencari kebenaran materiil. ia tidak mesti melemparkan
sesuatu pembuktian kepada hakim perdata. Putusan hakim perdata tidak
mengikat hakim pidana. Meskipun KUHAP tidak mengatakan hal ini. namun
dapat diketahui dari doktrin dan dalam Memorie van Toelichiing Ned Sv.
Dijelaskan hal itu. Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara

pidana yaitu sebagai berikut :

. Mencari dan menemukan kebenaran.

2. Pemberian keputusan oleh hakim.

(OS]

Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut. yang paling penting karena menjadi
tumpuan kedua fungsi berikutnya. ialah “mencari kebenaran™ Setelah
menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti
itulah, hakim akan sampai kepada putusan (vang seharusnya adil dan tepat).

yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Karena fungsi yang pertama itu sangat penting. maka definisi hukum
acara pidana yang tidak menyebut itu sebagai suatu kekurangan. misalnya
rumusan de Bosch Kemper : "Keseluruhan asas-asas dan peraturan undang-
undang mengenai mana negara menjalankan hak-haknya karena terjadi

pelanggaran undang-undang pidana.™ kelihatan kurang lengkap.

Menurut undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970), pelaksanaan keputusan tersebut harus
berdasarkan prikemanusiaan. Tetapi menurut pendapat penulis, tujuan hukum
acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara.
Tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban. ketentraman,

kedamaian, keadilan. dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana
(substantif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal).
Kalau hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara

pidana (modern) termasuk hukum publik. Dalam masyarakat primitif atau
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kuno, tidak terdapat batas antara hukum public dan hukum privat. sehingga

55°¢
tidak ada pemisahan yang jelas antara acara perdata dan pidana. Hal ini terjadi
baik di Indonesia maupun didunia Barat. terkenal ada gium wo kein klager ist,
ist kein richter (kalau tidak ada aduan maka tidak ada hakim).Sisa sifat privat
pada hukum pidana (materiil dan formal) masih ada sampai sckarang ini,
misalnya di thailand. inggris. dan Belgia dikenal tuntutan dari swasta (korban)
dalam perkara pidana. Jadi. penuntutan pidana di sana tidak dimonopoli oleh
negara (jaksa). Orang pribadi dapat menuntut pidana langsung ke pengadilan,
walupun secara teknis agak sulit dilaksanakan. Namun kemungkinan itu

terbuka. KUHP RRC pun memungkinkan swasta menuntut pidana.

Sifat publik hukum acara pidana ialah Negara (melalui alat-alatnya).
Lebih nyata lagi di Indonesia dan Belanda Kkarena penuntutan pidana

dimonopoli oleh negara (jaksa).
1.5 Metode Penelitian

Metode mempunyai beberapa pengertian. vaitu: (a) logika dari
penelitian ilmiah. (b) studi terhadap prosedur dan teknik Penelitian. dan (c)
suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini. dapat
dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu,
penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,
metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan

¥ 3 2 5 8
analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris research Kata

research berasal dari re (kembali) dan to search (mencari). Research berarti

=

* Ali Zainuddin. Merode Penelitian Hukum. Sinar Gratika. cetakan ketiga. Jakarta, 2011 him. 17
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mencari kembali. Oleh karena itu. penelitian pada dasarnya merupakan “suatu
upaya pencarian”. Apabila suatu penclitian merupakan usaha pencarian. maka
timbul pertanyaan apakah vang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah

Y
pengetahuan atau pengetahuan yvang benar.

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap
sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu obyvek vang
dihadapinya. atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu obyek tertentu.
Pengetahuan dapat berwujud barang-barang tisik, pemahaman dilakukan oleh

seseorang dan/atau lebih melalui persepsi, baik lewat indera maupun lewat

(
akal.'’

Penelitian  bertujuan untuk  mengungkapkan Kebenaran secara
sistematis, metodologis. dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut
diadakan analisa dan konstruksi terhadap data vang telah dikumpulkan dan

diolah.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah. yang didasarkan
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari  satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisisnya, kecuali itu. juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu

"

Y Ibid. him. 1
" Ibid. him. 2
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pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala

]
vang bersangkutan.

Menurut Soerjono Sockanto mengatakan bahwa:'* Penelitian hukum
merupakan suatu kegiatan ilmiah. yang didasarkan pada metode. sistematika.
dan pemikiran tertentu. yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau
beberapa gejala hukum tertentu. dengan jalan menganalisisnya. Di samping
itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum
tersebut. untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permaslahan-

ermasalahan yang timbul di dalam ¢ejala yang bersangkutan.
o oAl o t= =)

Sedangkan menurut Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan bahwa:"
Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan
jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali
keliru: mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam
permasalahan  hukum  diperlukan  hasil  penelitian ~ yang  cermat,
berketerandalan, dan sahih untuk menjelaskan dan menjawab permaslahan
yang ada. Dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian ini, penulis

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
I. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

yuridis-dogmatis atau yuridis-normatif.

I v
[bid. him. 14

" Ibid. him. 18
" Ibid. him. 18
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Penelitian hukum normatif dalam penelitian peroposal tesis ini penulis

< 1 o .
akan membahas mengenai: ™ Penelitian terhadap asas-asas hukum: penelitian
terhadap sistematika hukum: penelitian terhadap taraf: sinkronisasi hukum:

penelitian sejarah hukum: dan penelitian perbandingan hukum.

Penelitian vuridis normatif” membahas doktrin-doktrin atau asas-asas
dalam ilmu hukum. Asas tersebut menurut Pasal 5 dan 6 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

adalah sebagai berikut:

Pasal 5: Dalam Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan
pada asas Pembukaan Peraturan Perundangan-Undangan vang baik vang
meliputi: a. Kejelasan tujuan: b. Kelembagaan atau organ pembentuk vang
tepat: ¢. kesesuaian antara jenis dan materi muatan: d. Dapat dilaksanakan: e.

Kedayagunaan dan kehasileunaan: t. Kejelasan rumusan; dan ¢. Keterbukaan.
Y e ) g

Pasal 6: (1) Materi muatan Peraturan  Perundang-Undangan
mengandung asa: a. Pengayoman: b. Kemanusiaan: c¢. Kebangsaan; d.
Kekeluargaan; e. Kenusantaraan; f. Bhineka tunggal ika; g. Keadilan; h.
Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. Ketertiban dan
kepastian hukum; dan/atau j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (2)
Selain asas sebagaimana dimaksud padat ayat (l). Peraturan perundang-
undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
i 1a

" Ibid. him. 22
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2. Spesifikasi Penelitian

Bentuk penerapan pada penelitian ini adalah pada sudut penclitian:
murni dan terapan:“ (a) Penelitian murni adalah penelitian yang bertujuan
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau doktrin-doktrin. Penelitian ini
bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. dan dapat dilakukan
untuk menemukan atau menguji kembali berbagai konsep dan teori-teori
hukum vang sudah ada. (b) Penelitian terapan adalah penelitian yang
bertujuan untuk memperoleh hasil yang dapat dibuat sebagai rekomendasi

pembuat kebijakan.
3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh
secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang
diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar),
sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data
sekunder.

|. Data Primer.

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu : Data yang
diperoleh dari hasil bahan studi pustaka yang menyangkut mengenai pidana
dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. yang mencakup

pandangan hukum pidana terhadap sistem hukum pidana dalam sistem hukum

"

" Hotma Pardomuan Sibuea. Herybertus Sukartono. Vletode Penelitian Hukum. Krakatau Book.
Jakarta, 2009, him. 67
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pidana Indonesia. dan pengaruh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam
memandang perkembangan teori pemidanaan dalam sistem hukum pidana

Indonesia.

2. Data sekunder

Kemudian di dalam penelitian juga diperlukan Bahan Hukum Primer

maupun Bahan Hukum Sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, vaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang
ada kaitannya dengan permasalahan diatas terdiri dari: Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana; Rancangan konsep KUHP baru 2006: Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang; Pemasyarakatan dan Peraturan

Pelaksanaan: serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang ada

kaitannya dengan penelitian diatas.

b. Bahan Hukum Sekunder, vang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,

hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 2 (dua) teknik
pengumpulan data. Kedua teknik pengumpulan data tersebut yakni teknik
penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum, dan teknik penelusuran

A\
dokumen hukum.
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5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini  menggunakan pendekatan yuridis normatif atau

" . . i ) 16
dogmatik hukum atau ilmu hukum dogmatik maka yang dianalisis adalah
norma-norma hukum dan bukan data empiris seperti perilaku atau peristiwa.

Alat bantu yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum

adalah logika dan bahasa bukan matematika atau statistika.

Analisis norma-norma hukum'’ bertujuan untuk mengungkapkan isi
dan sifat kaidah-kaidah hukum. Jadi, tujuan analisis hukum adalah untuk
mengungkap kandungan norma hukum. Kandungan norma-norma hukum
tersebut (a) suruhan. (b) larangan atau kebolehan. Menurut Meuwissen,
dogmatika hukum atau ilmu hukum dalam arti sempit bertugas untuk: (1)
memaparkan hukum yang berlaku. (2) menginterpretasikan hukum, (3)
menganalisis hukum yang berlaku dan (4) mensistematisasi hukum vang

berlaku.

Pemaparan atau deskripsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk
menguraikan aspek-aspek sesuatu hal yang dianggap penting. Pemaparan
aspek-aspek dari objek kajian yang dinaggap penting dimaksudkan untuk
memperoleh gambaran dari  obyek yang dipaparkan tersebut secara
menyeluruh atau komprehensip. Sedangkan pengertian Interpretasi atau
penafsiran adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan

makna atau mengungkap makna yang terkadung dalam norma-norma hukum.
y

' rbid hlm. 37
" Ibid. him. 32

5]

(O8]
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1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini direncanakan untuk ditulis dalam 5 (lima) bab. Masing-

masing bab memiliki uraian tersendiri vang masing-masing saling ber

yaitu:
Bab |
Bab 11

Bab I11

Bab 1V

Bab V

wbungan.

Pendahuluan
Tinjauan Pustaka

Bentuk-bentuk pemberian kesaksian terhadap saksi dalam tindak

1 tangea menurut UU Nomor 23

&
S

pidana kekerasan dalam ruma
Tahun 2006 Tentang KDRT
Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban menurut UU
Nomor I3 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Penutup

§ =
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